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PUTUSAN
Nomor 2601/Pdt.G/2023/PA.Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR
Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
RIYADI RIHADIANI alias RIYADI RAHADIANI bin RUHAEDI, NIK
3203051603920001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 16 Maret
1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXxXxxXXXx XXXXXX,
bertempat tinggal di Kampung Setoplas RT.002 RW.004 Desa
Karangwangi Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur,
sebagai Pemohon;
Lawan
SILVI NURJANAH binti ENDANG MUSLIH, NIK tempat dan tanggal Lahir
Cianjur, 12 April 1993,, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan XxxXxXXXX XXXXX XXXXxX, tempat tinggal di Kampung
Tanah Lapang RT.002 RW.004, Desa Maleber, Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
2601/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Juli
2019 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulgaidah 1440 H., yang dicatat oleh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur,
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sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0652/63/VI1/2019,

tanggal 08 Juli 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR,;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan

harmonis, namun sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran disebabkan:
a. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah
tangga Pemohon dan Termohon
b. Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon terjadi sejak Januari 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon

dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang

telah berjalan selama 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman
bersama,;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon

sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama

lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan
kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan

pernikahan dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (RIYADI RIHADIANI alias RIYADI
RAHADIANI bin RUHAEDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsidair :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 2601/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 03 Agustus 2023 dan Nomor
2601/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 10 Agustus 2023 vyang dibacakan
dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan
yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon,
dengan perubahan pada permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengetahui
dan memahami kewajiban-kewajiban suami yang merupakan hak istri yang
ditalak oleh suami, serta dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai
Pensiunan pedagang online dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) setiap bulan, sanggup membayar kepada istri berupa:

1. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
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2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan perubahan tersebut, Pemohon juga merubah

petitum permohonannya menjadi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Riyadi Rihadiani alias Rihadi Rahadiani
binti Ruhedi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Silvi
Nurjanah binti Endang Muslih) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:;

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah);
3.2. Nafkah selama masa iddah sjumlah Rp1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah);
Diktum angka 3.1, dan angka 3.2, tersebut di atas wajib dibayarkan
Pemohon kepada Termohon seluruhnya pada saat sebelum sidang ikrar
talak;
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;;
Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan
alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK

3203051603920001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten
Cianjur tertanggal 06 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0652/63/VII/2019, yang
dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangtengah Kabupaten Cianjur
Provinsi Jawa Barat tertanggal 08 Juli 2019, yang telah dinazegelen
dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti
P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR,
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setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa sebagai Ayah Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama
di KABUPATEN CIANJUR dan tidak dikaruniai anak;
e Bahwa sejak bulan November 2019 antara Pemohon dengan
Termohon sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon
terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan
Termohon. selain itu Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap
suami;
e Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman
bersama;
e Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
e Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
2.  SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Stoplas RT/RW
002/024 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur,
setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa sebagai Keponakan Pemohon, saksi mengetahui
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di Kampung Tanah Lapang RT.002 RW.004 Desa
Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan tidak
dikaruniai anak;
e Bahwa sejak bulan November 2019 antara Pemohon dengan
Termohon sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon
terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan
Termohon. selain itu Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap

suami;
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e Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman
bersama;
e Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
e Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 2601/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 03 Agustus 2023 dan Nomor
2601/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 10 Agustus 2023 yang didibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan
November 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur
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dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. selain itu Termohon
sudah tidak taat dan patuh terhadap suami dan sejak Januari 2020 antara
Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi
meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 3 tahun;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon)
dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal
1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2019 yang dicatatkan di KUA
Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,
sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2019 antara Pemohon
dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu
ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. selain itu
Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami dan sejak Januari 2020,
antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi
meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 tahun dan
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sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah
didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 08 Juli 2019 yang dicatatkan di KUA Karangtengah Kabupaten
Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;

- Bahwa sejak bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon
sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur
dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. selain itu Termohon
sudah tidak taat dan patuh terhadap suami dan sejak Januari 2020, antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi
meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 tahun
dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah
pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 tahun dan sejak itu
keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat
bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup
dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
benar-benar telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah
pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah
wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman
Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-unudang Nomor
1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak
bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan

lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya
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perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah
Fighiyah:
[e] o - T o
dlaall s go LIl awlaall €53
Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap
kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan
selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan
maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar
talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon,
adalah talak satu raj'i;

Petitum mut’ah dan Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami
untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya yang merupakan
hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas
isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan
kesediaan untuk memenuhi hak-hak istri pasca perceraian berupa mut'ah dan
nafkah selama masa iddah, dan itu disampaikan dalam posita dan petitum
permohonan Pemohon dan perubahannya, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa kesediaan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa mut'ah
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adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak
berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara a quo
merupakan kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf
b KHI (Kompilasi Hukum Islam), mut'ah menjadi wajib diberikan oleh Pemohon

kepada Termohon, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: “Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim
mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup
berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat
mengimbangi nilai pengabdian Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa besaran jumlah mut'ah pada perkara a quo berasal
dari kesediaan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut
dibebankan untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, hal tersebut
sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta
dalil syar’i dari Kitab Igna juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis

Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

oSy aiailly Sl wzg binz, lills JozaJl s ail ol Glb I3l
dosd| 9

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak
satu roj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa
iddah;

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya
sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas,
wajib pula memberi nafkah selama masa iddah, berikut juga maskan dan

kiswah kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada
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dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak
untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diuraikan dalam
pertimbangan besaran nominal mut'ah sebagaimana tersebut di atas mencakup
juga (include) dengan pertimbangan besaran nominal nafkah iddah ini, dengan
demikian dengan tetap mengacu pada kesanggupan Termohon dan kepatutan
serta ketentuan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
juncto pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut
dibebankan untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa
iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum, maka demi menjamin kepastian hukum terhadap
hak-hak anak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sudah
sepatutnyalah membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada
Termohon berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah, sebelum sidang ikrar
talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini
Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Riyadi Rihadiani alias Riyadi
Rahadiani bin Ruhaedi) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
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Termohon (Silvi Nurjanah binti Endang Muslih) di depan sidang
Pengadilan Agama Cianjur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah);
Diktum angka 4.1 dan angka 4.2 tersebut di atas wajib dibayarkan Pemohon
kepada Termohon seluruhnya pada saat sebelum sidang ikrar talak
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu
tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram
1445 Hijriah, oleh Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis,
Mumu Mumin Muktasidin, S.H.l. dan Arsudian Putra, S.H.l., masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. Arsudian Putra, S.H.l.

Panitera Pengganti
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Naning Musrifatul Sa‘'adah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses " Rp 50.000,00
2. Panggilan :Rp 400.000,00
3. PNBP :Rp 60.000,00

4. Meterai 'Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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